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KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 459 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu
menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum tentang Tim Pemeriksa Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id



2017, No.1749

Menetapkan

Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404);

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor )

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM PEMERIKSA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

www.peraturan.go.id



2017, No.1749

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah
Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota
secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan
fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk
memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara
demokratis.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan
asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman
perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban
atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut
atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya
disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di
provinsi.

Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disingkat KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah satu
kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.
Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah
Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat
PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat
kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat
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18.

desa atau nama lain/kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya
disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk
oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di wilayah provinsi.

Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu
kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah
badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya
disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang
dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
mengawasi  Penyelenggaraan Pemilu di  wilayah
kecamatan atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah
petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di
kelurahan/desa atau nama lain.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu
Kelurahan/Desa.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang
selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang
bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota

DPD, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik
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atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, serta pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, dan
calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan partai
politik atau gabungan partai politik dan perseorangan
untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Pengaduan dan/atau Laporan adalah pemberitahuan
adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara
Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara
Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat,
pemilih, dan rekomendasi DPR.

Pengadu dan/atau Pelapor adalah Penyelenggara Pemilu,
peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih,
dan/atau rekomendasi DPR yang menyampaikan
Pengaduan dan/atau Laporan tentang dugaan adanya
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU Provinsi,
KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP
Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota
KPPS, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS
serta jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu yang
diduga melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu.

Pihak Terkait adalah pihak-pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan Pemilu.

Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh
DKPP/Tim Pemeriksa Daerah untuk memeriksa dan
mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu.

Resume adalah pendapat akhir dan rekomendasi setiap
anggota Tim Pemeriksa terhadap hasil pemeriksaan
perkara dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu.

Rapat Pleno DKPP adalah rapat yang dilaksanakan

secara tertutup untuk membahas, memusyawarahkan
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